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Andi Ita Purnamasari (B 121 13 367), dengan judul “Tinjauan Hukum 
Administrasi Terhadap Tanah Wakaf Tidak Bersertifikat di Kota 
Makassar”. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar selaku Dosen Pembimbing I dan 
Achmad Colli selaku Dosen Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan perwakafan 
tanah di Kota Makassar, serta untuk mengetahui faktor apa saja yang 
menjadi kendala dalam persertifikatan tanah wakaf di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Adapun yang menjadi objek 
penelitian adalah Kementrian Agama, Kantor Agraria dan Tata Ruang, Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Biringkanaya. Penelitan ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan 
Narasumber di lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik 
yang diajukan. Pendekatan kedua adalah dengan memaparkan secara 
deskriptif berbagai hasil wawancara dan menganalisis data tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai perwakafan tanah menurut Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Makassar, bahwa : 
Pelaksanaan perwakafan tanah di Kota Makassar mengacu pada peraturan 
yang berlaku.Pengelolaan tanah wakaf di Kota Makassar dalam kaitannya 
dengan pemberdayaan ekonomi umat belum dapat dicapai, karena 
masyarakatnya sendiri, utamanya pihak-pihak yang terkait di dalamnya (wakif 
dan nazhir) untuk diajak kompromi kearah pemberdayaan wakaf produktif 
untuk pengembangan ekonomi umat masih sulit, disebabkan minimnya 
pengertian mereka bahwa wakaf tanah hanya ditujukan untuk kegiatan 
peribadatan. Kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan wakif atau 
ahli warisnya, berkaitan dengan nazhir, berkaitan dengan pemerintah 
utamanya Kantor Pertanahan, berkaitan dari segi pembiayan sertifikasi tanah 
wakaf, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan perwakafan secara terpadu. 
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A. Latar Belakang 
Kewenangan Pemerintah untuk mengatur kekayaan alam diatur 
dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang 
menegaskan bahwa : “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.  
Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena 
kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah, 
manusia hidup di atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan 
cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau 
kehancurannya ditentukan pula oleh tanah, masalah tanah dapat 
menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena 
manusia-manusia atau sesuatu bangsa ingin menguasai tanah 
orang/bangsa lain karena sumber-sumber alam yang terkandung di 
dalamnya.1 
Seiring dengan perkembangan yang begitu pesat dalam 
pembangunan di berbagai bidang, menjadikan kedudukan tanah 
menjadi modal yang paling utama dalam kehidupan kemasyarakatan di 
                                                             
1 G.Kartasapoetra dkk, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah, 
Rineka Cipta, 1991,hal.1. 
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Indonesia. Peran penting dari tanah tersebut dalam kehidupan 
masyarakat dapat diperolehnya selain dengan cara jual beli, tukar 
menukar, hibah, pinjaman dan dapat juga diperoleh melalui cara atau 
jalan wakaf. 
Dalam Islam, wakaf dijadikan sebagai amalan yang sangat 
dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurut 
bahasa, Wakaf (waqf) adalah menahan (habs), seperti dengan  tahbis 
(ditahan) dan tasbil (dijadikan halal di jalan Allah). Sedangkan menurut 
terminolegi syara’, wakaf adalah menahan harta yang bisa 
dimanfaatkan dengan tetap menjaga zatnya, memutus pemanfaatan 
terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang mubah adanya.2 
Menurut Imam Taqiyuddin, wakaf adalah menahan benda yang 
tidak mudah rusak (musnah) untuk diambil manfaatnya bagi 
kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh 
pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Menurutnya, wakaf itu 
bersifat umum, yakni mencakup semua benda yang dapat diambil 
manfaatnya.3 
Wakaf sebagai perbuatan hukum sudah lama melembaga dan 
dipraktikkan di Indonesia. Lembaga wakaf ini sudah ada sejak Islam 
masuk ke Indonesia, kemudian berkembang seiring dan sejalan 
                                                             
2 Azzam, Abdul Aziz Muhammad, 2010, Fiqh Munamalat, Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, 
Jakarta: Azam 
3 Ghazaly, Abdul Rahman dkk, 2010, Fiqh Muamalat, Jakarta: Kencana 
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perkembangan Agama Islam di Indonesia. Adapun kajian mengenai 
wakaf sebagai suatu lembaga yang diatur oleh negara, merujuk pada 
peraturan atau perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. 
Di Indonesia, perwakafan diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 
2004. 
Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 
disebutkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk 
memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya 
untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau 
kesejahteraan umum menurut syari’ah.4 
Mengenai harta benda wakaf itu sendiri, dalam Pasal 16 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf dibagi menjadi dua, 
yakni benda bergerak dan benda tidak bergerak.  
Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : 
a. Uang 
b. logam mulia 
c. surat berharga 
d. kendaraan 
e. hak atas kekayaan intelektual 
                                                             
4 Pasal 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 
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f. hak sewa 
g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 
Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
meliputi : 
a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 
terdaftar 
b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah 
d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan 
peraturan perundangundangan yang berlaku. 
Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk masjid, 
musholla, sekolah/yayasan, makam, rumah piatu. Oleh karena institusi 
perwakafan merupakan salah satu asset kebudayaan Nasional dari 
aspek sosial yang perlu mendapatkan perhatian sebagai penopang 
hidup dan harga diri bangsa. Sehingga kondisi wakaf di Indonesia saat 
ini perlu mendapatkan perhatian lebih apalagi wakaf yang ada di 
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Indonesia pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak yang 
berupa tanah. 
Begitu halnya yang terjadi di Makassar. Mayoritas pewakaf (wakif) 
mewariskan hartanya yang berupa tanah. Meskipun dalam sejarah 
wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat, 
Namun pada kenyataanya harta benda yang telah diwakafkan masih 
belum dikelola dengan maksimal. Menurut data Kementerian Agama 
Kota Makassar pada Tahun 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di 
Makassar pada tahun 2016 sebanyak 336 lokasi, 87 sudah 
bersertifikat dan 249 belum sertifikat wakaf dengan total luas tanah 
494.797 m2.5 Jumlah luas tanah yang begitu luas telah menjadi  faktor 
produksi yang siap untuk diberdayakan, akan tetapi faktor produksi lain 
(pengelola/nazhir dan modal/bahan-bahan pembantu) belum mampu 
berkombinasi secara optimal, sehingga hasilnya belum dapat diketahui 
dan dirasakan oleh seluruh umat. Tanah wakaf sangat penting untuk 
disertifikasi tujuannya agar tanah wakaf tersebut terlindungi dengan 
sertifikat sehingga tidak akan hilang dan dijual. 
Menurut Sofyan Djalil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang dilansir 
dalam berita online mengatakan program sertifikasi tanah wakaf terus 
berjalan karena bagian dari program sertifikasi tanah di Indonesia. 
Tanah wakaf jumlahnya sangat banyak sehingga Kementrian Agraria 
dan Tata Ruang tidak bisa melakukan sendiri program sertifikasi tanah 
                                                             
5 Data dari Kementrian Agama Kota Makassar  bagian Bimas Islam Tahun 2016 
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wakaf, harus ada yang pro aktif. Karena dengan memiliki sertifikat 
maka tanah wakaf akan lebih terjamin dan tanah wakaf tersebut tidak 
akan hilang, dijual atau rusak.6 
Timbulnya permasalahan atau persengketaan tanah wakaf pada 
dasarnya disebabkan oleh sebagian masyarakat khususnya yang 
berhubungan dengan perwakafan telah mengabaikan unsur kepastian 
hukum atas objek yang diwakafkan (khususnya tanah). Agar kepastian 
hukum tersebut dapat terpenuhi maka tanah yang diwakafkan perlu 
didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat, yang sebelumnya ikrar 
wakaf tersebut telah dibuatkan aktanya pada pejabat yang berwenang, 
dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di 
kecamatan setempat. Karena Pembuatan Akta Ikrar Wakaf belumlah 
sempurna untuk memberikan perlindungan hukum kepada nadzhir. 
Perlindungan menurut  Rahardjo yaitu adanya upaya ymelindungi 
kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu kekuasaan 
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 
Karena pada dasarnya bukti bahwa telah beralihnya harta wakaf dari 
wakif kepada nadzhir adalah berupa bukti kepemilikan hak atas tanah 
berupa sertifikat.7 
                                                             
6 http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf-pentingnya-sertifikasi-tanah-wakaf.html 
 
7 Atok Nailmulloh dkk, 2016, Perlindungan Hukum terhadap Penguasaan Tanah Wakaf oleh 
Penerim Wakaf, Jurnal Hukumfan Humaniora Vol.1 No.1, hal.104. 
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Pelaksanaan perwakafan tanah di Kota Makassar, masih banyak 
dilakukan dengan saling percaya. Hal ini terlihat dengan masih 
terdapat beberapa tanah wakaf di Kota Makassar yang belum 
mempunyai kepastian hukum hak atas tanah wakaf (belum 
bersertifikat) karena belum dibuatkannya akta ikrar wakaf di hadapan 
pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
(PPAIW) dan/atau belum dilakukan pendaftaran ke Kantor Pertanahan 
setempat. Jika demikian, maka hal tersebut dapat menimbulkan suatu 
masalah atau sengketa di kemudian hari ketika Waqif (yang 
mewakafkan), Nadzir (yang mengelola) dan saksi-saksi telah 
meninggal dunia. 
Mengenai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan Hukum atas tanah yang 
diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor 
Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
(AIW) lalu didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dibuatkan 
sertifikat. 
Oleh karena itu perlu suatu upaya pemberdayaan wakaf secara 
berkesinambungan dengan memperhatikan tanah wakaf agar tercapai 
tujuan optimal. Berbagai upaya rangka persertifikatan tanah-tanah 
wakaf telah dlaksanakan, namun gejala yang positif belum tampak 
nyata. Salah satu diantara pokok persoalan yang diatur dalam 
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Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tersebut adalah tentang 
pengukuhan status wakaf.  
Dengan diaturnya masalah perwakafan tanah tersebut dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, maka dalam 
pelaksanaannya tidak hanya cukup dilaksanakan secara lisan saja, 
tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa ikrar wakafnya harus diucapkan di 
hadapan pejabat khusus untuk itu, harus dituangkan dalam sebuah 
akta resmi, dan tanah wakaf harus diserahkan kepada seorang 
pengelola khusus yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang 
berwenang agar tanah wakaf tersebut dapat terkelola secara tertib dan 
teratur. Disamping itu juga tanah yang telah diwakafkan harus segera 
didaftarkan dan dicatatkan di Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
Kabupaten/ Kota. 
Menurut Sjahran Basah sebagaimana yang dikutip oleh SF.Marbun 
“bahwa pasal 2 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 
merupakan landasan hukum yang memungkinkan  administrasi negara 
melaksanakan tugas, fugsi dan wewenang di bidang pertanahan”. 8 
Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara, Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang merupakan lembaga pemerintah Non Kementerian yang 
bertugas untuk membantu presiden dalam pengelolaan 
keadministrasian di bidang pertanahan yang meliputi pengaturan 
                                                             




penggunaan tanah, penguasaan tanah, pemilikan tanah dan 
pemanfaatan tanah, pengukuran tanah, pendaftaran tanah, pengkajian 
dan penanganan sengketa dan lain-lain yang berkaitan dengan 
masalah pertanahan. 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang sebagai salah satu instansi 
yang menangani permasalahan pertanahan yang ada di setiap 
Kabupaten/Kota. Masalah pendaftaran tanah wakaf menyangkut dua 
sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah daerah untuk 
melakukan regulasi terhadap kegiatan tertentu yang dilakukan oleh 
masyarakat agar sesuai dengan perencanaan, kondisi dan kebutuhan 
masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam proses yang 
berkaitan dengan sertifikat tanah wakaf. 
Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), berbunyi :  
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”. Sehubungan 
dengan permasalahan di atas maka tanah-tanah yang diwakafkan 
wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat agar terjamin 
kepastian mengenai keabsahan tanah wakaf tersebut.”9 
Perwakafan tanah itu sendiri tidak lepas kaitannya dari Hukum 
Islam dan Hukum Agraria. Pengertian Hukum Agraria menurut Utrecht 
ialah bagian dari Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Administrasi 
                                                             
9 H. Hamami, Taufik, Perwakafan Tanah dalam Praktek Hukum Agraria Nasional, Jakarta: PT. Tata 
Nusa, 2003, hal. 153 
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Negara yang menguji hubungan-hubungan hukum istimewa yang 
diadakan untuk memungkinkan pejabat atau birokrasi mengurus soal-
soal agraria. Sehingga pada tahun 2004 sertifikasi tanah wakaf 
dilakukan secara bersama oleh Kementrian Agama dan Kementrian 
Agraria dan Tata Ruang. Kedua lembaga ini mengeluarkan surat 
Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN RI Nomor 422 
Tahun 2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf. 
Melalui Sertikat tanah ini, diharapkan tanah wakaf tersebut dapat 
dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum. 
Bukannya dijadikan sebagai objek sengketa ataupun dialihfungsikan 
untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris yang tidak bertanggung 
jawab. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian 
mengenai Fungsi Kantor Pertanahan dalam sertifikasi tanah wakaf di 
Kota Makassar. Sehingga dengan adanya sertifikat tanah wakaf dapat 
menjamin kepastian hukum objek tanah wakaf. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang hendak diteliti dan 
dibahas dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai 
berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Perwakafan tanah di Kota Makassar ? 
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam sertifikasi tanah wakaf di 




C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perwakafan tanah di Kota 
Makassar 
2. Untuk mengetahui Faktor apa yang menjadi kendala dalam 
sertifikasi tanah wakaf di Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya Hukum 
Administrasi Negara (HAN) di Indonesia, serta dapat menambah 
literatur dan bahanbahan informasi ilmiah yang dapat digunakan 
untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut. 
2. Manfaat Praktis 
a) Untuk mengetahui perwakafan tanah di Kota Makassar, dilihat 
menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. 
b) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam 










A. Hukum Administrasi 
1. Pengertian Hukum Administrasi 
Hukum Administrasi adalah seperangkat peraturan yang 
memungkinkan Administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang 
sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi 
Negara, dan melindungi Administrasi Negara itu sendiri. HAN sebagai 
hubungan istimewa yang diadakan memungkinkan para pejabat 
administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga 
dalam hal ini Hukum Administrasi Negara memiliki 2 aspek, yaitu 
pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana 
alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan-
aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat 
perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para 
warga negaranya.10 
Adapun definisi dari para ahli adalah sebagai berikut : 
a. R. Abdoel Djamali 
Hukum Administrasi  adalah peraturan hukum yang mengatur 
peraturan hukum yang mengatur tentang administrasi, yaitu hubungan 
antara warga negara dan pemerintahanya yansg menjadi sebab 
hingga negara tersebut berfungsi. 
                                                             
10 Bachsan Mustafa, Sistem  Aministrasi Negara Indonesia,Bandung,Citra Aditya Bkati,2001,hal. 6 
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b. Kusumadi Poedjosewojo 
Hukum administrasi adalah keseluruhan aturan hukum, yang 
mengatur bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-
usaha untuk memenuhi tugasnya. 
c. E.Utrecht 
Hukum administrasi adalah hukum yang menguji hubungan hukum 
istimewa yang diadakan,akan kemungkinan para pejabat melakukan 
tugas mereka yang khusus. 
d. Van Apeldoorn 
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus 
diperhatikan oleh para penguasayang diserahi tugas pemerintahan 
dalam menjalankan tugasnya. 
e.  de La Bassecour Caany 
Bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi adalah, 
himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab maka 
Negara berfungsi. Maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-
hubungan antara tiap-tiap warga Negara dengan pemerintahannya.  
f. Van Vollenhoven 
Hukum Administrasi adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan 
yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah apabila 
badan-badan utuh menggunakan wewenangnya yang diberikan 




g. J.H.A. Logemann 
Hukum Administrasi adalah hukum mengenai hubungan-hubungan 
antara jabatan-jabatan satu dengan lainnya, serta hukum antara 
jabatan-jabatan Negara itu dengan para warga masyarakat. 
h. Muchsan 
Hukum Administrasi dirumuskan sebagai “hukum mengenai struktur 
dan fungsi Administrasi Negara” 
2. Ruang Lingkup Hukum Administrasi 
Adapun ruang lingkup dari Hukum Administrasi adalah bertalian 
erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara (Administrasi Negara), 
baik di tingkat pusat maupun daerah, perhubungan kekuasaan antar 
lembaga negara (administrasi negara), dan antara lembaga negara 
dengan warga masyarakat (warga negara) serta memberikan jaminan 
perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat 
dan administrasi negara itu sendiri. 
Mengenai ruang lingkup yang dipelajari dalam studi Hukum 
Administrasi, Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan ada enam ruang 
lingkup yang dipelajari dalam Hukum Administrasi  yaitu meliputi : 
1) Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari 
administrasi negara; 
2) Hukum tentang organisasi negara; 
3) Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama 
yang bersifat yuridis; 
15 
 
4) Hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara terutama 
mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara; 
5) Hukum administrasi pemerintah daerah dan Wilayah, yang dibagi 
menjadi :  
a. Hukum Administrasi Kepegawaian; 
b. Hukum Administrasi Keuangan;  
c. Hukum Administrasi Materiil;  
d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara. 
6) Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara. 
Ruang Lingkup Hukum Administarsi Negara meliputi wewenang 
Lembaga Negara baik pusat maupun daerah, hubungan kekuasaan 
antar Lembaga Negara dan antara Lembaga Negara dengan warga 
Negaranya. 
3. Tindakan Pemerintah 
A. Pengertian Tindakan Pemerintah 
Pemerintah atau Administrasi Negara adalah sebagai subyek 
hukum, sebagai (drager van de rechten en plichten) atau pendukung 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subyek hukum lainnya 
melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan 
hukum.
11
 Dalam negara hukum modern (welfarestate), pemerintah 
memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-
                                                             
11 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003, hal.81 
16 
 
undang sebab lapangan pekerjaan pemerintah meliputi tugas 
penyelenggara kesejahteraan umum. 
Pemerintah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan 
secara luas dan dalam artian sempit. Pemerintah dalam arti luas 
mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya 
terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial 
atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas 
nama negara. Pemerintah dalam artian sempit adalah organ/alat 
perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau 
melaksanakan undang-undang.12 
B. Bentuk-Bentuk Tindakan Pemerintah 
Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah (bestuurhandeling) yang 
dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, yakni 
tindakan bedasarkan hukum (rechtshandeling) dan tindakan 
bedasarkan fakta/bukan bedasarkan hukum (feitelijkhandeling) E. 
Utrecht mengartikan “bestuurhandeling” dengan “perbuatan 
pemerintah” serta menyebuttkan dua bentukan tindakan pemerintah ini 
(rechtshandeling dan feitelijkhandeling sebagai dua golongan besar 
perbuatan pemerintah. 
1) Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechts handelings) 
Dapat dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat 
menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan 
                                                             
12 Ibid, hal.20 
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kewajiban. Tindakan ini lahir sebagai konsekuensi logis dalam 
kedudukannya pemerintah sebagai subjek hukum, sehingga tindakan 
hukum yang dilakukan menimbulkan akibat hukum.  
2) Tindakan pemerintah berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan 
berdasarkan pada hukum (feitelijke handeling) 
Tindakan yang tidak ada hubungan langsung dengan 
kewenangannya dan tidak menimbulkan akibat hukum. Menurut 
Kuntjoro Probopranoto, tindakan bedasrkan fakta ini tidak relevan 
karena tidak mempunyai hubungan langsung dengan kewenangannya. 
Tindakan bedasarkan fakta yang dilakukan oleh pemerintah misalnya 
tindakan meresmmikan gedung-gedung, monumen dan 
menyelenggarakan upacar-upacara serta kegiatan lainnya yang tidak 
menimbulkan akibat hukum.13 
Tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak 
yang muncul dan organ administrasi dalam keadaan khusus 
dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum 
administrasi. Jadi dapat dikatakan tindakan hukum pemerintah apabila 
tindakan yang dimaksud dilakukan organ pemerintah (bestuurs 
orgaan) dan menimbulkan akibat hukum khususnya di bidang hukum 
administrasi. 
Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang 
dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 
                                                             




Tindakan hukum publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan 
pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari 
kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Sedangkan tindakan 
hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan 
hukum keperdataan. 
4. Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan 
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum 
Tata Negara dan Hukum Administrasi. Secara teoritik kewenangan 
bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga 
cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dalam hal atribusi, penerima 
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas 
wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern 
pelakasanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada 
penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, 
yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat satu ke pejabat 
yang lain. Sedangkan mandat hanya bertindaak untuk dan atas nama 
pemberi mandat, tanggungjawab akhir dan keputuan yang diambil 
tetap berada pada pemberi mandat.14 
Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yang merupakan aturan 
pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan 
pengertian hak menguasa sumber daya alam oleh Negara sebagai 
berikut : 
                                                             
14 Ridwan HR, Opcit, hal.77 
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1. Atas dasar ketetuan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 
1945: 
 ” bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan 
dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.”15 
 
2. Hak menguasai Negara tersebut memberikan wewenang 
untuk: 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, 
penggunaan,persediaan dan pemeliharaan bumi, air 
dan ruang angkasa. 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan 
ruang angkasa. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan 
hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  
3. Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya 
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan 
masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak 
bertentangan dengan kepentingan Nasional menurut 
ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku.16 
Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa Pemerintah 
Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan tanahdan 
                                                             
15Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 
16 Donna, Karya Ilmiah: “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengaturan Penguasaan Tanah 
Negara”, Fakultas Hukum Manado, 2014, hal.14. 
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sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah maka salah 
satu kewenangan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan adalah 
kewenangan dalam bidang pertanahan. 
Ternyata praktek wakaf dan perkembangan dalam sejarah Islam pada 
umumnya dan khusus di Indonesia merupakan tuntutan masyarakat 
muslim. Sebuah kenyataan sejarah yang bergerak sesuai dengan 
kebutuhan kemanusiaan dalam memenuhi kesejahteraan ekonomi. 
B. Wakaf Dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Wakaf 
Wakaf secara bahasa adalah al-habs (menahan). Kata al-waqf adalah 
menahan sesuatu. Dengan demikian, pengertian wakaf secara bahasa 
adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-
orang dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan 
ternak, tanah dan segala sesuatu.17 
Sedangkan secara istilah Para Ulama memiliki perbedaan pendapat 
tentang arti wakaf. Bagi dari segi kelaziman maupun ketidaklazimannya. 
Para ahli Mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi 
yaitu : 
a) Imam nawawi mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta yang 
dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya. Sementara benda 
                                                             
17 Abid Abdullah, Hukum Wakaf, Dompet Dhuafa Republika dan Ilman,Jakarta,2004,hal.37. 
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itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan 
mendekatkan diri kepada Allah SWT”.18 
b) Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Khatib mendefinisikan wakaf 
dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan 
menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan 
barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.19 
c) Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefiinisikan dengan 
Menahan harta yang beda dimanfaatkan dengan menjaga 
keutuhan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang 
tersebut dan pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.20 
2. Jenis-Jenis Wakaf 
Wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu : 
a. Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus 
Yaitu wakaf kebajikan yang menyediakan sejumlah kekayaan 
secara sukarela dan untuk jangka waktu tidak terbatas agar digunakan 
dijalan kebaikan. Adapun tujuannya untuk hal-hal sebagai berikut: 
1) Tujuan tertentu, seperti melakukan kebaikan untuk 
membahagiakan orang telah meninggal atau untuk 
memberikan kedudukan penghormatan kepada orang telah 
meninggal. Hal ini merupakan bentuk penghargaan dan 
pengkhidmatan yang nilai manfaatnya kembali kepada 
sendiri. 










b. Wakaf yang berbentuk kebajikan (al-waqh al-khairiy) 
Pertama, al-waqh al-kairiy dimana seorang wakif tidak melakukan 
secara langsung. Dia hanya menjadi penengah dalam melaksankan 
sebuah kegiatan, sehingga cukup baginya memberikan kewenangan 
kepada orang lain untuk melaksanakan pekejaan tersebut. Namun 
demikian, dia harus tetap memperhatikan wewenangnya. Misalnya, 
memberikan sejumlah uang untuk pembangunan rumah sakit atau 
memberikan bahan dasar untuk pembuatan kursi pada sekolah yang 
ditentukan. Kedua, al-waqh al-kairiy dengan cara meciptakan sebuah 
kegiatan secara langsung. Maksudnya pada saat wakif bermaksud 
untuk melakukan amal kebajikan, dia kemudian mendirikan sebuah 
yayasan dengan dana pribadinya. Lebih dari itu, dia langsung terjun 
sebagai pimpinan proyek hingga pembangunan selesai. Setelah itu, 
kemudian wakif menyerahkan yayasan tersebut kepada seseorang 
yang dipercaya dapat mengelolanya sekaligus memberikan modal bagi 
perkembangan yayasan untuk masa akan datang.  
3. Rukun dan Syarat Sah Wakaf 
Rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin 
tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disipilin itu. Atau 




dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, dimana ia 
merupakan bagian dari sesuatu itu.  
 Para ulama saling berbeda pendapat dalam menentukan rukun 
wakaf. Pengikut Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah 
sebatas shighat (lafal) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. 
Berbeda dengan Hanafiyah memadang bahwa rukun wakaf terdiri dari 
waqif (orang yang berwakaf), mauquf ‘alaih (orang yang menerima wakaf) 
dan lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.22 
Selain rukun wakaf, unsur wakaf juga perlu ada dan itu telah diatur dalam 
pasal 6 Undang- Undang 41 tahun 2004 sebagai berikut : wakif, nazhir, 
harta benda wakaf, ikrar benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, 
jangka waktu wakaf. 
 Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus 
dipenuhi tiga syarat :  
a. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi 
dengan jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh 
orang yang berwakaf. 
b. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu 
telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf 
yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya 
dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak 
seorangpun yang boleh mencabutnya. 




c. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, 
maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu 
tidak boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, 
Badan Hukum, maupun Negara. 
d. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya. 
Tujuan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu 
memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. 
Dimana fungsinya mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis 
harta benda wakaf unutk kepentingan ibadah dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum. 
4. Objek Wakaf 
Objek wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. 
Benda tidak bergerak meliputi ; 
a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun 
belum terdaftar. 
b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah. 
c) Tanaman dan benda laiin yang berkaitan dengan tanah 
d) Hak milik atas satuan rumah susun sesui dengan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku. 
e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah 
dan  peraturan perundangan yang berlaku. 
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Sedangkan benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa 
habis karena dikonsumsi, meliputi ; 
a) Uang 
b) Logam mulia 
c) Surat berharga 
d) Kendaraan 
e) Hak atas kekayaan intelektual 
f) Hak sewa, dan 
f) Benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan  peraturan 
perundangan yang berlaku. 
Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah maka harus 
memenuhi beberapa syarat yaitu: Harta wakaf itu memiliki nilai, Harta 
wakaf itu jelas bentuknya,Harta wakaf merupakan hak milik dari wakif. 
C. Pihak Terkait Perwakafan 
Menurut Undang-Undang 41 tahun 2004 wakaf dilaksanakan 
dengan pihak yang terlibat ssebagai berikut : 
a. Wakif 
Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 




c) Badan hukum 
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Untuk mewakafkan tanah yang dimiliki, tidak semua orang dapat 
melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu 
karena untuk menjadi seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut : 
Pertama, karena wakaf merupakan bentuk sumbangan, maka wakif 
haruslah pemilik dari harta yang disumbangkannya. Untuk itu, seorang 
wakif harus memenuhi syarat kelayakan atau kecakapan hukum. 
Kecakapan disini dalam hal berakal, dewasa (baligh), tidak dalam 
tanggungan karena boros dan bodoh, kemauan sendir, merdeka. 
Kedua, karena wakaf merupakan penyerahan hak kepada orang 
lain, maka pengelolanya juga dari pihak yang diberikan hak tersebut. 
Untuk itu, pihak yang berikan hak harus memenuhi dua perkara : 
1) Hendaknya tidak ada ikatan utang dengan pihak pewakaf. 
2) Tidak dalam kondisi sakit parah yang bisa mengakibatkan 
kematian.23 
b. Nazhir 
Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.  
Nazhir mempunyai tugas berdasarkan pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 41 tahun 2004 yaitu : 
a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 




b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. 
c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia. 
Tugas-tugas yang dibebankan kepada nazhir itu termasuk cukup 
berat sehingga selain kewajiban nazhir juga mempunya hak. Hak yang 
dimiliki nazhir adalah Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih 
atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang 
besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan 
tugasnya tersebut, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan 
Badan Wakaf Indonesia. 
c. PPAIW untuk Perwakafan Hak Atas Tanah 
Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria 
menyebutkan tentang Perwakafan tanah Hak Milik dilindungi dan diatur 
dengan peraturan pemerintah. Oleh pemerintah telah ditetapkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 ayat (1) tentang 
Perwakafan Tanah Milik : 
“bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum 
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa 
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 
keperluan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan 
ajaran islam, dan wakaf tersebut sebagai suatu lembaga keagamaan 





Dalam penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
1977 dinyatakan bahwa yang dapat diwakafkan hanya hak tanah hak 
milik, sehingga hak-hak tanah yang berjangka waktu terbatas tidak 
dapat diwakafkan. Untuk perwakafan tersebut harus dibuat Akta Ikrar 
Wakaf di hadapan Pejabat Pembut Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).24 
D. Pendaftaran Tanah 
1. Pengertian Pendaftaran Tanah 
Pendaftaran tanah menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknyadan hak milik 
atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.25 
Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian 




                                                             
24 Parlindugan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju,Bandung,1994,hal.142. 
25 Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 
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a. Menurut Rudolf Hermanses 
Pendaftaran tanah adalah pendaftaran atau pembukuan 
bidang-bidang tanah dalam daftar pemetaan yang seksam 
dari bidang-bidang itu. 
b. Menurut Bachtiar Effendie 
Pendaftaran tanah adalah usaha mengadakan: 
a) Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 
b) Pemberian hak-hak atas tanah dan peralihannya. 
c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang kuat. 
Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan hak atas tanah, 
UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sebagai 
tindak lanjut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1961 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997. Dasar utama pendaftaran tanah adalah 
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19, yaitu : 
1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.  
2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (2) pasal 19 UUPA meliputi : 
a) Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah. 
b) Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
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c) Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang baru berlaku 
sebagai alat bukti yang kuat. 
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial, ekonomis, 
serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan 
Menteri Agraria. 
4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran termasuk dalam ayat (1) di atas, dengan 
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran biaya-biaya tersebut.  
2. Pendaftaran dan Persertifikatan Tanah 
a. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 
Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pensertifakatan 
tanah di Indonesia melalui Undang-Undang Pokok Agraria dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 telah ditetapkannya 
kewajiban pokok. Kewajiban bagi pemerintah Indonesia adalah 
untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik 
Indonesia, adapun kewajibanya meliputi : 
1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah 
2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya 
3. Pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat dan kewajiban yang menjadi beban 
pemerintah ini disebut pendaftaran tanah. 
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b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
Pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah ini 
diselenggarakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang 
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Dalam melaksanakan 
pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT 
dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan Peraturan 
Perundang-Undangan yang bersangkutan.kegiatan-kegiatan 
tertentu tersebut misalnya adalah Pembuatan akta PPAT oleh 
PPAT atau PPAT sementara, 28 pembuatan risalah lelang oleh 
pejabat lelang, Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik oleh panitia Ajudikasi dan lain sebagainya. Dalam Pasal 
9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan 
Obyek Pendaftaran Tanah meliputi : 
1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. 
2.  Tanah hak pengelolaan 
3. Tanah wakaf 
4. Hak milik atas satuan rumah susun 
5. Hak tanggungan 
6. Hak negara Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi dua 
kegiatan yaitu : 
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1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang 
kegiatanya meliputi : a. Pengumpulan dan pengolahan 
data fisik b. Pembuktian hak dan pembukuanya c. 
Penerbitan sertifikat d. Penyajian data fisik dan data 
yuridis e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen 
2. Kegiatan Pemeliharaan dan Pendaftaran tanah, yang 
meliputi : a. Pendaftaran peralihan dan pendaftaran hak 
b.Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainya. 
Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
dijelaskan bahwa sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang 
hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang 
telah didaftarkan dalam buku tanah. Adapun penerbitan sertifikat 
dimaksudkan agar para pemegang hak dapat dengan mudah 
membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat tersebut merupakan 
alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 










c. Pendaftaran dan Persertifikatan Tanah Wakaf 
Gambar 1 

















A. Dasar Hukum 
1. Fiqh Wakaf 
2. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang WAKAF 















3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 
tentang Pelaksanaan UU No 41 Tentang WAKAF 
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik 
5. Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan 
Akta Ikrar Wakar dan Persertifikatan tanah wakaf. 
6. Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 – No. 
24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. 
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 
422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf 
B. Prosedur dan Mekanisme Ikrar Wakaf 
1. Calon Pewakaf melakukan musyawarah dengan keluarga untuk 
mohon persetujuan untuk mewakafkan sebagian tanah miliknya. 
2. Syarat tanah yang diwakafkan adalah milik pewakaf. 
3. Calon Pewakaf memberitahukan kehendaknya kepada Nadzir 
(orang yang diserahi mengelola harta benda wakaf) di  
Desa/Kelurahan atau Nadzir yang ditunjuk. 
4. Nadzir terdiri dari: 
a) Nadzir Perorangan biasa disebut Nadzir Desa/Kelurahan atau 
Nadzir yang ditunjuk (Minimal 2 orang maksimal 5 orang 
berdomisili KTP di kecamatan wilayah tempat Objek Wakaf) 
b) Nadzir Organisasi 
c) Nadzir Badan Hukum 
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5. Calon Pewakaf dan Nadzir memberitahukan kehendaknya kepada 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yaitu Kepala KUA yang 
mewilayahi tempat objek wakaf guna merencanakan Ikrar Wakaf 
dengan membawa bukti asli dan foto copy kepemilikan (Sertipikat 
Hak, HGB, Petok atau Keterangan Tanah Negara. 
6. Bila objek yang diwakafkan berasal dari sertipikat hak milik yg 
dipisah (tidak diwakafkan keseluruhan) maka perlu dipisahkan 
terlebih dahulu sesuai dengan luas yang diwakafkan. Bila dari 
tanah yasan/bekas hak adat, atau dari tanah Negara perkiraan luas 
yang diwakafkan mendekati luas riel. 
7. Setelah persyaratan diperiksa dan cukup memenuhi syarat, Ikrar 
Wakaf dilaksanakan di depan PPAIW dan diterbitkan Akta Ikrar 
Wakaf atau Akta Ikrar Pengganti Ikrar Wakaf. 
8. Nadzir atau orang yang ditunjuk mendaftarkan Tanah Wakaf ke 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang setempat untuk mendapatkan 
sertipikat Tanah Wakaf. 
C. Persyaratan Administrasi Proses Sertifikasi Tanah Wakaf 
a. Tanah Yasan/Petok D 
1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir  kepala 
desa/kelurahan  atau camat. 
2. Foto Copy KTP Nadzir  dilegalisir kepala desa/kelurahan  
3. Asli Petok D atau yang sejenis (SPOP, surat girik dll). Bila tidak 
ada/hilang diganti keterangan pernyataan kehilangan dari yang 
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bersangkutan/ahli waris diketahui kepala desa.kelurahan dan dua 
orang saksi. 
4. Asli Riwayat Tanah dari kepala desa/kelurahan 
5. Foto copy C desa atau bukti lain sesuai dengan riwayat tanah 
dilegalisir kepala desa/kelurahan atau bukti penguasaaan tanah 
(pernyataan dll) sesuai dengan riwayat tanah. 
6. Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui 
camat bila wakif meninggal dunia atau riwayat tanah terakhir atas 
nama orang tua yang sudah meninggal. 
7. Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif 
(mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar 
wakaf. 
8. Foto copy KTP dan Kartu Keluarga  seluruh ahli waris dilegalisir. 
9. SK Nadzir dari KUA asli atau  copy dilegalisir 
10. Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli dan 
copy. 
11. Mengisi Formulir dari Kementrian Agraria dan Tata Ruang 
b. Tanah Negara Murni  
1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga  Wakif dilegalisir  kepala 
desa/kelurahan atau camat 
2. Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan 
3. SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir KUA 
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4. Surat Pernyataan menguasai tanah negara oleh tokoh masyarakat 
& ta’mir dan surat kuasa untuk melaksanakan Ikrar Wakaf 
5. Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf asli 
6. Copy surat keterangan PBB lokasi terdekat bidang wakaf 
7. Copy gambar kretek desa 
8. Foto copy sertipikat tanah sekitarnya yang berbatasan dengan 
lahan wakaf (bila ada). 
9. Mengisi Formulir BPN 
c. Tanah bersertipikat hak milik, atau hak guna bangunan 
1. Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga Wakif dilegalisir kepala 
desa/kelurahan atau camat 
2. Foto Copy KTP Nadzir dilegalisir kepala desa/kelurahan 
3. Asli sertipikat tanah yang diwakafkan  
4. SK Nadzir dari KUA asli atau copy dilegalisir. 
5. Ikrar Wakaf & Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti AIW asli 
6. Surat keterangan Warisan dari kepala desa/kelurahan diketahui 
camat bila wakif meninggal dunia atau sertipikat masih atas nama 
orang tua yang sudah meninggal. 
7. Surat Persetujuan dan Kuasa seluruh ahli waris kepada wakif 
(mewakili seluruh ahli waris) untuk mendaftar/melaksanakan ikrar 
wakaf. 
8. Foto copy KTP/KSK seluruh ahli waris dilegalisir. 
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9. Copy surat keterangan PBB bidang wakaf bila ada. 
10. Mengisi Formulir BPN 
3. Tujuan Pendaftaran Tanah 
 Dari pengertian Pendaftaran Tanah tersebut, pemerintah yang 
mewajibkan adanya pendaftaran tanah bukannya tidak mempunyai 
tujuan-tujuan tertentu. Tujuan pendaftaran tanah berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Pasal 3 tentang Pendaftaran 
tanah yaitu  : 
1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 
pemegang hak atas tanah suatu bidang tanah satuan rumah susun 
dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. 
2) Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar. 
3) Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 Tujuan pendaftaran tanah pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan 
Pemerintah No. 24 tahun 1997 merupakan tujuan utama pendaftaran 
tanah yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria 
Pasal 19, disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah 
juga dimaksudkan untuk terciptanya suatu pusat informasi mengenai 
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bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk 
pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan 
dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. 
Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar 
perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. 
4. Dasar Hukum dan Asas- Asas Dalam Pendaftaran Tanah 
1. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
 Dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: 
Pasal 19 ayat 1a : 
a. Untuk menjamin kepastian hukum Hak atas tanah oleh 
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh 
Indonesia. 
Pasal 2 ayat (2) b&c : 
b. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-
orang dengan tanah. 
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-
orang dengan perbuatan hukum dengan tanah. 
Pasal 23 ayat 1: 
Hak milik dan peralihannya dan pembebanannya dengan hak lain 
harus didafta. 
Pasal 32 ayat 1 : 
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Hak Guna Usaha (HGU) setiap peralihan dan penghapusannya 
(didaftar). 
Pasal 38 ayat 1 : 
Hak Guna Bangunan dan syarat –syarat pemberian hak termasuk 
peralihannya, hapusnya tak harus didaftar. 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 
Tanah : 
Hak Pakai, Hak Pegelolaan, syarat pemberian hak, peralihan dan 
hapusnya hak (didaftar). 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 19977 tentang Pendaftaran 
Tanah : 
Penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1961.  
2. Asas-Asas dalam Pendaftaran Tanah 
Asas dan tujuan Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1977 : 
a. Sederhana 
Asas Sederhana dalam Pendaftaran tanah dimaksudkan agar 
ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan 
mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 






Asas aman dimaksudkan  untuk menunjukkan, bahwa 
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti da cermat 
sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum 
sesuai tujuan pendaftaran tanah. 
c. Terjangkau 
Asas Terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak 
yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan 
kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. 
Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan 
pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang 
memerlukan. 
d. Mutakhir 
Asas Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaan dan kesinambungan dalam pemeliharaan data. 
Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yag mutakhir. 
Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan 
perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. 
e. Terbuka. 
Asas Terbuka menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah 
secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data 
yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan 
keadaan nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh 
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keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itu 
diberlakukan pula Asas Terbuka. 
5. Sertifikat Tanah 
Sertifikat tanah adalah surat keterangan sebagai tanda bukti 
kepemilikan hak atas sebidang tanah. Sertifikat diterbitkan untuk 
kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data 
fisik yang ada dalam surat ukur dan atau yuridis yang telah didaftarkan 
dalam buku tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1961 sertifikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data 
yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, 
yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen. Sertifikat 
hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam 
buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain 
yang dikuasakan olehnya. Berdasar Pasal 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997, yang dimaksud dengan sertifikat adalah surat 
tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf 
c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik 
atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing 
sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
Jaminan kepastian hukum yang terkandung dalam sebuah sertifikat 
diantaranya adalah : 
1. Subyek. 
2. Jenis hak. 
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3.  obyek (Letak, Bentuk, dan Luas). 
E. Badan Pertanahan Nasional 
Dalam rangka pelaksanaan kewenangan dalam bidang pertanahan, 
Presiden sebagai Kepala Pemerintahan membentuk suatu Lembaga 
Pemerintahan non Kementrian yaitu Badan Pertanahan Nasional 
sebagai lembaga pemerintahan yang mengurusi dan menangani 
bidang pertanahan. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 
menetapkan bahwa: Badan Pertanahan bertugas mempunyai tugas 
pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.26 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988, Badan Pertanahan 
Nasional menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyusunan dan Penetapan kebijakan di bidang pertanahan. 
2. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang survei, 
pengukuran, dan pemetaan. 
3. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan 
hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, 
penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan. 
                                                             
26Pasal 2 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2015 
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5. Perumusan dan Pelaksanaa kebijakan di bidang pengadaan 
tanah. 
6. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan di bidang pngendalian 
dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan. 
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN. 
8. Pelaksanaan koordnasi tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unitr organisasi di 
lingkungan BPN. 
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian 
pangan berkelanjutann dan informasi di bidang pertanahan. 
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang 
pertanahan. 
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
pertanahan.27 
Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional jelas 
bahwa Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas dan fungsi yang 
bersifat administratif yaitu merumuskan kebijakan pertanahan baik yang 
didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. 
 
 
                                                             





A. Jenis Peneltian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris. Penelitian 
Empiris adalah suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat 
hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di 
masyarakat. Maka tipe penellitian hukum empiris dapat dikatakan bahwa 
penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam 
masyarakat, badan hukum dan badan pemerintah serta dalam mengelola 
data yang telah diperoleh tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. 
B. Lokasi Penelitian 
Untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat, maka akan 
dilakukan penelitian di Kota Makassar dengan masalah yang dikaji dalam 
penelitian ini.  Adapun lokasi penelitian yang dipilih guna menunjang data 
adalah  Kementrian Agama Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama 
kecamatan Manggala. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini 
ditempuh prosedur sebagai berikut:28 
1) Studi Kepustakaan (Library Research)  
                                                             
28 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,hal 176. 
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Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai 
literatur, peraturan perundang–undangan dan peraturan lainnya baik 
buku–buku literatur ilmu hukum serta tulisan–tulisan hukum lainnya 
yang relevan dengan permasalahan penulisan skripsi ini.  
2) Studi Lapangan (Field Reasearce)  
Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan 
dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek 
penelitian melalui pengamatan langsung (observasi), dokumentasi dan 
wawancara dengan pihak-pihak terkait atau berkompeten.  
D. Populasi dan sampel 
1) Populasi 
Dalam penelitian ini populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait 
dalam perwakafan tanah dari pendaftaran hingga 
persertifikatannya. 
2) Sampel 
Untuk mempermudah dalam pengumpulan data maka penulis 
mengambil sampel dari populasi yang ada. Jenis sampel yang 
digunakan adalah Purposive sampling adalah teknik pengambilan 
sampel sumber data dengan  pertimbangan tertentu. Pertimbangan 
tertentu ini misalnya orang tersebut yang  dianggap tahu tentang 
apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa  
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sehingga akan memudahkan peneliti menjel ajahi obyek atau 
situasi yang diteliti. Dengan kata lain pengambilan sampel diambil 
berdasarkan kebutuhan penelitian. 
Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seperti 
dalam tabel berikut:  
Tabel 1 
Sampel Penelitian 
No. Status Jumlah 
1. PPAIW 2 orang 
2. Pihak 
pengelola/Penerima 
Tanah Wakaf (Nadzhir) 
3 orang 
3. Staff Bimas Islam 
Kementrian Agama 
1 orang 





E. Jenis dan Sumber Data. 
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :  
a) Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-
fakta empiris  sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. 
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Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun 
perilaku yang terdorong dalam barbagai hasil perilaku atau 
catatan-catatan/ arsip.29 Data primer diperoleh secara langsung 
dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung 
dan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan 
b) Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang 
di ambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.30 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni :  
1) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu 
autoritas mutlak dan mengikat. Berupa ketentuan hukum yang 
mengikat seperti, peraturan perundang-undangan, catatan resmi dan 
lain-lain yang berkaitan dengan penegakkan hukum pidana. 
2) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap/ mengenai  
bahan hukum primer. Seperti doktrin, jurnal, karya ilmiah dibidang 




                                                             
29 Peter Mahmud Marzuki, 2005.Penelitian Hukum, Jakarta Kencana,  Jakarta, hal.141 
30 Ibid, hal.141 
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F. Analisis Data 
Analisis Data yang digunakan adalah teknik analisa  
menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data yang 
mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari 
kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literatur, ketentuan yang ada 
hubungannya dengan sertifikasi Tanah Wakaf di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Manggala. Dan dipadukan dengan pendapat 
responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari 
pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Perwakafan Tanah di Kota Makassar 
a) Perwakafan tanah di Kecamatan Manggala Kota Makassar 
Indonesia sebagai sebuah Negara Hukum tentu mempunyai 
sebuah aturan yang sifatnya mengikat seluruh warga Negaranya, hal 
tersebut menjadi landasan bagi pemerintah sebagai representasi 
Negara untuk menjalankan kewenangannya. Fungsi Negara itu sendiri 
menurut W. Friedmann antara lain, sebagai penyelenggara atau 
penjamin kesejahteraan (the state as provider), sebagai pengusaha 
(as entrepreneur), sebagai wasit (the state as umpire), dan juga 
sebagai regulator (as regulator).31 
Berdasarkan konsep negara hukum, negara hukum berkaitan 
dengan asas legalitas (kepastian hukum). Asas legalitas merupakan 
salah satu unsur negara hukum yang utama karena suatu negara 
bukan diperintah oleh seseorang tetapi diperintah oleh hukum. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa asas legalitas merupakan 
kekuasaan negara yang didasarkan pada hukum yang berlaku. 
Dengan adanya asas legalitas dapat memberikan suatu legitimasi 
                                                             
31
 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara:dalam privatisasi BUMN, Cetakan ke-1, Jakarta : 
Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 13. Berkaitan dengan fungsi pemerintahan mengenai 
fungsi pengaturan, hal ini juga di atur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. 
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terhadap tindakan pemerintah dalam artian bahwa tindakan 
pemerintah harus berdasarkan kepada wewenang yang dimiliki. 
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi 
pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangat 
penting. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang 
selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban. Dalam pemberian 
kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintah tertentu 
tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Begitu juga berkaitan 
dengan kewenangan Kementrian Agama dalam perwakafan tanah 
yang sangat komplek, yaitu sebagai lembaga pemerintah yang 
menangani dan secara administratif berwenang untuk mengubah atau 
mengalihkan tanah wakaf. Menurut Tasir staf bagian wakaf di Bimas 
Islam Kementrian Agama Kota Makassar, pengawasan dan bimbingan 
perwakafan tanah dilakukan oleh unit-unit organisasi Kementrian 
Agama secara Hirarkis sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 
Agama, yang meliputi : Kantor Urusan Agama Kecamatan, 
Departemen Agama Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementrian  
Agama Propinsi dan Kementrian Agama Pusat.32 
Tanah wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar berjumlah 28 
lokasi, tanah-tanah wakaf tersebut tersebar di 6 kelurahan yang ada di 
Kecamatan Manggala yaitu Kelurahan Tamangapa, Bangkala, Borong, 
Batua, Manggala dan Kelurahan Antang. 
                                                             
32 Hasil wawancara 20 April 2017 14.30 WITA 
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Berikut secara rinci jumlah tanah milik yang telah diwakafkan di 
Kecamatan Manggala Kota Makassar dapat dilihat pada tabel 2 berikut 
ini: 
Tabel 2 
Jumlah Tanah wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar 
NO Kelurahan Jumlah 
1. Tamangapa 6 Lokasi 
2. Bangkala 2 Lokasi 
3. Borong 2 Lokasi 
4. Batua 5 Lokasi 
5. Manggala 1 Lokasi 
6. Antang 12 Lokasi 
Sumber Data : Kementrian Agama Kota Makassar Tahun 2016 
Jumlah luas keseluruhan tanah wakaf dari 28 lokasi di Kecamatan 
Manggala adalah 18.604 m2. Dalam hal penggunaan, tanah wakaf di 
Kecamatan Manggala sebagian besar digunakan untuk masjid dan 
untuk pengunaan lainnya seperti Madrasah, Panti Asuhan dan 
Mushalla yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan 
Manggala. Mengenai perincian penggunaan tanah wakaf yang ada di 
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wilayah Kecamatan Manggala Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 
3 berikut ini: 
Tabel 3 
Penggunaan Tanah Wakaf di Kecamatan Manggala Kota 
Makassar 
No Penggunaan Jumlah 
1. Masjid 23 
2. Langgar/ Mushalla 1 
3. Madrasah/ Pesantren 2 
4. Panti Asuhan 1 
5. Sosial Keagamaan 1 
Sumber Data : Kementrian Agama Kota Makassar Tahun 2016 
Melihat perincian kegunaan tanah-tanah wakaf tersebut 
menunjukkan betapa pentingnya peranan tanah wakaf dalam 
menunjang pembangunan sebagai sarana pengembangan agama 
Islam. Karena adanya sarana peribadatan maupun sarana untuk 
kepentingan sosial kemasyarakatan lainya yang didirikan diatas tanah-
tanah wakaf akan turut serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan 
fasilitas atau sarana peribadatan yang semakin meningkat dari tahun 
ke tahun. Maka dari itu sangat diperlukan perlindungan terhadap harta 
benda wakaf dalam bentuk sertifikat. Persertifikatan tanah wakaf di 
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Kecamatan Manggala Kota Makassar dapat dikatakan belum maksimal 
karena jumlah tanah wakaf yang belum bersertifikat lebih banyak 
daripada tanah yang telah bersertifikat. Menurut data Bimas Islam 
Kementrian Agama Kota Makassar pada tahun 2016 jumah tanah 
wakaf tidak bersertifikat di Kecamatan Manggala ada 4 lokasi seluas 
1.463 m2  dan yang belum bersetifikat sebanyak 22 lokasi seluas 
16.169 m2. 
Pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Manggala Kota 
Makassar telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun 
sebagian besar dari tanah wakaf belum bersertifikat tanah wakaf atau 
belum terdaftar di Kementrian Agraria dan Tata Ruang yang masih 
berbentuk Akta Ikrar Wakaf saja, namun semuanya telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Pendaftaran atas tanah-tanah wakaf merupakan bagian dari 
pendaftaran tanah pada umumnya, sehingga secara umum juga 
berlaku ketentuan tentang pendaftaran tanah sebagaimana yang 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tujuan 
diadakannya pendaftaran tanah adalah untuk mencapai adanya 
kepastian hukum. Menurut Nuraeni Kepala Seksi Pengendalian dan 
Pemberdayaan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kota Makassar, 
urgensi dari pendafataran tanah wakaf sangat penting. Hal ini menjadi 
penting dalam tertib administrasi pertanahan. Sebagai sebuah 
organisasi besar, Negara harus memiliki tertib administrasi. Dengan 
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dilakukannya pendaftaran tanah di Kementrian Agraria dan Tata 
Ruang maka tanah wakaf tersebut memilki kepastian hokum dan dapat 
dilindungi oleh Negara.33 Sebab di Indonesia hokum tertulis menjadi 
penting dalam upaya penegakan dan kepastian hokum. 
Kepastian hukum di atas  yang dimaksud adalah kepastian 
mengenai: 
1. Letak, batas dan luas tanah. 
2. Status tanah. 
3. Orang yang berhak atas tanah. 
4. Pemberian tanda bukti berupa sertifikat tanah. 
Khusus tentang pendaftaran atas tanah-tanah wakaf, mengingat 
akan arti penting dan kedudukan tanah wakaf yang melembaga dalam 
masyarakat Islam Indonesia maka terhadap tanah wakaf sangat 
diperlukan pendaftaran tanah wakaf. Dengan adanya pendaftaran dan 
pensertifikatan tanah wakaf ini maka akan terdapat perlindungan dan 
jaminan akan kepastian hukum dari tanah-tanah wakaf di seluruh wilayah 
Indonesia. 
Berikut ini diuraikan lebih jelas mengenai tata cara atau proses 
pelaksanaan pendaftaran sampai kepada proses terbitnya Akta Ikrar 
Wakaf atas tanah-tanah wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar. 
Menurut Nurdin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
                                                             
33 Hasil Wawancara 12 April 2017, Pukul 10.25 WITA 
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Manggala yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, 
sertifikat hak milik atau berkas kepemilikan tanah wakaf merupakan syarat 
utama yang harus dimiliki pewakaf sebelum melakukan ikrar wakaf.34 Oleh 
karena dalam wakaf tanah terdapat perbuatan berupa penyerahan tanah 
untuk selama-lamanya, maka tanah yang dapat  diwakafkan hanyalah 
tanah yang berstatus Hak Milik sebab sifat tanah Hak Milik adalah turun 
temurun, artinya tanah Hak Milik tidak mempunyai batas jangka waktu 
tertentu. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dijelaskan  
mengenai tata cara Perwakafan tanah di Kecamatan Manggala Kota 
Makassar sebagai berikut: 
1. Syarat-syarat pembuatan Akta Ikrar Wakaf 
 Sertifikat hak atas tanah 
 Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat 
bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa 
 Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah 
miliknya 
 Harus ada nazhir (Penerima/Pengelola Wakaf) 
2. Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf 
 Calon wakif harus datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf dengan membawa persyaratan pembuatan Akta 
Ikrar Wakaf 
                                                             
34 Hasil wawancara 18 Mei 2017 pukul 14.20 WITA 
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 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf melakukan hal-hal sebagai 
berikut : 
a) Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang akan 
diwakafkan 
b) Meneliti nadzhir. 
c) Meneliti para saksi ikrar wakaf. 
d) Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf. 
 Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas 
kepada penerima wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf dengan di saksikan oleh 2 orang saksi yang kemudian 
dituangkan dalam bentuk tulisan 
 Meneliti identitas calon pewakaf 
 Meneliti identitas penerima wakaf 
 Calon pewakaf yang tidak datang di hadapan Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf dapat memberikan kuasa tertulis secara materik di 
hadapan notaris dan/atau dihadapan Kepala Kantor Kementrian  
Agama Kabupaten/Kota dann dibacakan kepada penerima wakaf di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan para saksi. 
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf membuat akta ikrar wakaf. 
3. Pendaftaran dan Pencatatan Akta Ikrar Wakaf 
a. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nadzir dan/ penerima 
wakaf sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan 
pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 
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dengan menyerahkan sertifikat tanah yang bersangkutan, Akta 
Ikrar Tanah Wakaf dan Surat pengesahan dari Kantor Urusan 
Agama kecamatan setempat mengenai penerima wakaf yang 
bersangkutan. 
b. Kepala Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kabupaten/Kota  
setempat mencantumkan kata WAKAF dengan huruf besar 
dibelakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku 
tanah dan sertifikatnya dan mencantumkan kata nadzhir disertai 
kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya. 
Ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara, Negara dalam hal 
menerbitkan sertifikat merupakan suatu ketetapan. Negara berperan 
memberikan pengakuan terhadap seseorang atas hak kepemilikannya.  
Negara berwenang untuk memberikan pengakuan atas hak milik 
seseorang berupa sertifikat. Dalam hal ini tanah wakaf yang tidak 
bersertifikat harus segera melakukan pengurusan perubahan status 
peralihan sertifikat karena tanah yang diwakafkan akan berubah status 
kepemilikannya kepada orang lain. 35 
Dengan didaftarkannya tanah wakaf tersebut di Kantor Pertanahan, 
maka Kementrian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan surat tanda 
bukti hak (sertipikat). Dengan dibuatnya sertipikat tanah wakaf oleh 
Kantor Pertahanan yang bersangkutan maka tanah wakaf itu 
mempunyai kekuatan hukum berupa jaminan kepastian hukum dan 
                                                             
35 Hasil diskusi dengan Marwati Riza, 13 Juni 2017 
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kepastian hak karena sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. 
Dengan demikian terhadap tanah-tanah wakaf yang telah diterbitkan 
sertipikatnya akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah, 
sedangkan bagi tanah-tanah wakaf yang belum mempunyai sertipikat 
wakaf ada kemungkinan sewaktu waktu tanahnya dapat saja digugat 
oleh pihak-pihak tertentu. 
b) Perwakafan tanah di Kecamatan Biringkanaya 
Tanah wakaf di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berjumlah 
76 lokasi, tanah-tanah wakaf tersebut tersebar di 6 kelurahan yang ada 
di Kecamatan Manggala yaitu Kelurahan Bulurokeng, Daya, 
Paccerakang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya dan hanya Kelurahan Untia 
yang tidak terdapat tanah wakaf. Kecamatan Biringkanaya yang 
merupakan wilayah terbanyak yang memiliki tanah wakaf di Kota 
Makassar. Berikut secara rinci jumlah tanah wakaf yang ada di 
Kecamatan Biringkanaya: 
Tabel 4 
Jumlah Tanah wakaf di Kecamatan Biringkanaya Kota 
Makassar 
No. Kelurahan Jumlah 
1. Bulurokeng 33 Lokasi 
2. Daya 20 Lokasi 
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3. Sudiang 13 Lokasi 
4. Sudiang Raya 3 Lokasi 
5. Pai 3 Lokasi 
6. Paccerakang 2 Lokasi 
Sumber Data  : Kementrian Agama Kota Makassar Tahun 2016 
Sebagai pejabat yang berwenang dalam perwakafan tanah, 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dituntut dapat memberikan 
pelayanan terbaik kepada pemangku kepentingan (stake holder) 
wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  merupakan salah satu 
unsur terpenting dalam perwakafan tanah nasional yang terkait dengan 
system administrasi dan pengamanan secara legal tanah wakaf. 
Proses pendaftaran tanah wakaf yang ada di Kecamatan Biringkanaya 
adalah sebagai berikut : 
a. Pewakaf bersama dengan Penerima wakaf datang ke Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dengan membawa bukti 
sertifikat asli dari tanah yang akan diwakafkan, tanah tersebut 
harus merupakan tanah hak milik. 
b. Setelah itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya melalui 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Biringkanaya 
mendatangi lokasi tanah yang akan diwakafkan untuk memastikan 
tanah tersebut bebas dari masalah atau tidak dalam sengketa. 
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c. Wakif melakukan ikrar wakaf dihadapan Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Biringkanaya selaku Pejabat Pembuat Akta 
Ikrar Wakaf Kecamatan Biringkanaya yang disaksikan oleh 2 orang 
saksi. 
d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya selaku 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf menerbitkan akta ikrar wakaf. 
e. Kemudian tanah wakaf tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan 
Kota Makassar36 
Syarat sahnya pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf adalah syarat 
materil dan formil. Syarat materil berkaitan dengan pihak pewakaf dan 
penerima wakaf dalam pelaksanaan perwakafan tanah, sedangkan 
syarat formil  adalah tanah wakaf harus dibuktikan dengan akta ikrar 
wakaf yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf . sebagai 
tanda bukti adanya pendaftaran perwakafan tanah Hak Milik adalah 
dengan diterbitkan sertifikat tanah wakaf oleh Kepala Kantor 
Pertanahan. 
Jumlah luas keseluruhan tanah wakaf dari 76 lokasi di Kecamatan 
Biringkanaya adalah 260.636 m2. Dalam hal penggunaan, tanah wakaf 
di Kecamatan Biringkanaya sebagian besar digunakan untuk masjid 
dan untuk pengunaan lainnya seperti Madrasah, Panti Asuhan dan 
Mushalla dan Kuburan yang tersebar di seluruh kelurahan di 
Kecamatan Biringkanya. Dari jumlah lokasi tanah wakaf tersebut, 
                                                             
36 Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 
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masih banyak sekali tanah wakaf di Kecamatan Biringkanaya yang 
belum bersertifikat bahkan masih banyak pula yang belum memiliki 
Akta Ikrar Wakaf Berikut tabel data persertifikatan di Kecamatan 
Biringkanaya: 
Tabel 5 
Jumlah Data Persertifikatan Tanah wakaf di Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar 
No. Kecamatan Yang sudah 
bersertifikat 
Yang belum bersertifikat 








1. Biringkanaya 15 11905 56 242034 5 6697 
Sumber Data : Kementrian Agama Kota Makassar Tahun 2016 
Praktik wakaf di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf banyak terjadi berdasarkan 
tradisi /kepercayaan dengan lisan tanpa bukti tertulis. Masyarakat yang 
ingin berwakaf, lebih mempercayakan kepada para tokoh agama. 
Mereka dianggap lebih dapat dipercaya karena memiliki otoritas 
keagamaan. Praktik wakaf pada saat itu lebih dikarenakan faktor 
kepercayaan agama tanpa mempertimbangkan aspek kemampuan 
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penerima amanah wakaf dalam menjaga keutuhan dan mengelola 
secara berkesinambungan untuk kemanfaatan harta benda wakaf. 
Akibat dari faktor kepercayaan agama yang mempertimbangkan 
aspek kemampuan penerima wakaf, praktik wakaf pada masyarakat 
kurang memperhatikan unsur pengamanan administratif dari sisi 
hukum positif. Dilapangan banyak ditemukan harta benda wakaf yang 
tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf, apalagi sertifikat tanah wakaf. Inilah 
yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya kota Makassar, masih sangat 
banyak tanah wakaf yang belum disertifikatkan bahkan ada yang 
belum memiliki Akta Ikrar Wakaf. Hal ini dikarenakan dokumen 
kepemilikan tanah yang tidak lengkap dan kesadaran masyarakat yang 
masih sangat minim tentang pentingnya untuk mensertifikatkan tanah 
wakaf. Dari hasil wawancara dengan staff yang menangani 
administrasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Biringkanaya Kota Makassar, Menurut Syahriah dalam rangka 
mengantisipasi tanah wakaf bersengketa maka dilakukan sosialisasi 
tentang pentingnya mensertifikatakan tanah wakaf karena faktor 
penyebab dari tanah wakaf yang bersengketa salah satunya yaitu tidak 
memiliki bukti Ikrar wakaf berupa Akta Ikrar Wakaf dan belum memiliki 
kepastian hokum berupa sertifikat tanah wakaf. 37 secara umum ada 
beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah wakaf 
antara lain, bantahan ahli waris terhadap sesuatu alas an hak atau 
                                                             
37 Hasil wawancara tgl 31 Mei 2017 pukul 10.30 WITA 
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bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak, 
kekeliruan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang 
kurang atau tidak benar, dan sengketa masalah lain yang mengandung 
aspek social. 
Banyak harta benda wakaf khususnya tanah, belum bersertifikat 
yang disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah keengganan 
dan ketidaktahuan para penerima wakaf dalam mencatatkan harta 
benda wakaf kepada Kantor Urusan Agama dan pengurusan sertifikat 
di Kantor Pertanahan yang terhitung rumit yang memakan waktu dan 
biaya yang cukup banyak. Meskipun Kementrian Agama RI dengan 
Badan Pertanahan Nasional telah terjadi kesepahaman tentang 
pentingnya sertifikat tanah wakaf dan kemudahan prosesnya dan 
dituangkan ke dalam Instruksi Menteri Agama Republik Indonesa dan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No 422 Tahun 2004 tentang 
sertifikasi tanah wakaf, namun dalam pelaksanaannya belum 
maksimal.  
Tanah wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf maupun tidak 
bersertifikat sangat rentan terjadi sengketa. Seperti yang terjadi di 
Kecamatan Biringkanaya, lahan Perkemahan Cadika di Kelurahan 
Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya yang merupakan tanah wakaf 
telah beralih ke pihak swasta dan dibangun Perumahan. Karena tidak 
memiliki AIW apalagi sertifikat tanah wakaf maka sangat mudah bagi 
para oknum melakukan pengambilan lahan PemerintahKota tersebut. 
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Lahan yang awalnya memiliki luas 9 hektare, sekarang tersisa 2 
hektare untuk lahan perkemahan dan perkuburan.
38
 
Hal lain yang sering terjadi dalam praktik wakaf di Indonesia adalah 
tanah wakaf diambil alih kembali oleh ahli waris pewakaf dan tanah 
wakaf yang dikuasai secara turun temurun oleh penerima wakaf yang 
penggunannya menyimpang dari akad wakaf. Kondisi ini terjadi akibat 
kurangnya pengawasan oleh instansi terkait perwakafan tanah. 
B. Kendala dalam Perwakafan Tanah di Kota Makassar 
Dalam rangka pelaksanaan perwakafan tanah di Kota Makassar, 
salah satu indikator untuk mengukur tingkat tertib administrasi 
perwakafan tanah dengan melihat perbandingan antara tanah wakaf 
yang bersertifikat dan tanah wakaf yang belum terdaftar. 
Di Kecamatan Manggala sampai saat ini masih banyak tanah wakaf 
yang belum tersertifikatkan dikarenakan tidak ada dana dalam proses 
sertifikasi tanah itu sendiri. Padahal pemerintah telah memberikan 
solusi dari masalah ini yaitu biaya sertifikasi tanah wakaf yang 
ditanggung oleh peemrintah tetapi dalam pelaksanaannya belum 
maksimal. Dalam wawancara bersama Semesta Alam, mengatakan 
dari pihak pengelola tanah wakaf tidak mengetahui bahwa ada 
program pemerintah yang menggratiskan sertifikasi tanah wakaf. Hal 





ini banyak terjadi pada wakaf yang digunakan untuk tempat ibadah, 
Para nazhir yang diserahi tugas untuk mensertifikatkan tanah wakaf 
tersebut tidak mempunyai biaya untuk pensertifikatannya. 
Faktor birokrasi yang memakan waktu cukup lama dalam 
pengurusan sertifikasi di Kantor Pertanahan Kota Makassar. Meskipun 
jadwal dan waktu telah ditentukan dengan jelas. Menurut Semesta 
Alam selaku Nadzhir di Kecamatan Manggala kendala yang dihadapi 
pada saat pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan yaitu 
masalah biaya dan factor keterlambatan oleh pihak pengukur dari 
Kantor Pertanahan39 
Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada 
pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama Kementrian Agama RI 
dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 422 Tahun 2004 tentang 
Sertifikasi Tanah Wakaf. Dalam Pasal 3  Surat Keputusan Bersama 
Kementrian Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 
422 tahun 2004 menyebutkan bahwa : 
1) Menteri Agama beserta jajarannya d pusat maupun di 
daerah bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan 
pendataan dan inventarisasi letak dan batas tanah wakaf. 
2) Terhadap bidang-bidang tanah wakaf yang telah jelas letak 
dan batas sesuai angka 1 diatas, Menteri Agama beserta 
jajarannya mempercepat penyelesaian Akta Ikrar 
Wakaf/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf. 
                                                             
39 Hasil Wawacara 14 Mei 2017, 17.15 WITA 
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3) Menteri Agama menyediakan dana untuk pendataan, 
inventarisasi dan persertifikatan tanah wakaf sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
4) Kepala Badan Pertanahan Nasional bersama jajarannya di 
pusat maupun daerah bertugas dan bertanggung jawab 
untuk melaksanakan penyelesaian sertifikat tanah wakaf 
yang telah diadakan pendataan dan inventarisasi. 
5) Dalam rangka koordinasi dan peningkatan sertifikasi tanah 
wakaf, maka menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional membentuk tim teknis dan tim kerja. 
Menurut Nuraeni, Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, 
wawancara 12 April 2017, bahwa Kantor Pertanahan tidak memiliki data 
tanah wakaf yang tidak bersertifikat.40 Oleh karena itu dapat dikatakan 
belum ada koordinasi antara Kementrian Agama Kota Makassar dengan 
Kantor Pertanahan Kota Makassar mengenai tanah wakaf yang belum 
bersertifikat. 
 Selain itu faktor yang menjadi penghambat dalam persertifikatan 
tanah wakaf di Kecamatan Manggala menurut Nurdin selaku Kepala 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala yaitu masih adanya 
masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya pendaftaran tanah-
tanah wakaf dan juga beberapa berkas permohonan perwakafan yang 
tidak lengkap kadang kala menjadi hambatan dalam persertifikatan tanah 
wakaf.41 
                                                             
40 Hasil Wawancara 12 April 2017, Pukul 10.30 WITA 
41 Hasil Wawancara 18 Mei 2017 Pukul 15.20 WITA 
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 Kendala yang sama juga terjadi di Kecamatan Biringkanaya, berkas 
permohonan perwakafan yang tidak lengkap menjadi kendala terbesar 
pihak Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan administrasi 
perwakafan tanah. Menurut Syahriah selaku staff bagian wakaf Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, berkas permohonan yang tidak 
lengkap itu seperti berkas kepemilikan tanah yang tidak jelas. Karena jika 
berkas kepemilikan tanah tidak lengkap maka tidak dapat dibuatkan Akta 
Ikrar Wakaf dan apabila Akta Ikrar Wakaf tidak ada maka sertifikat tanah 
wakaf tidak dapat diterbitkan karena salah satu syarat administrasi untuk 
melakukan pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan yaitu harus ada 
Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Kantor 
Urusan Agama selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 
 Peran serta instansi terkait dalam pembinaan mengenai 
Pendaftaran tanah wakaf sangat penting. Instansi-instansi baik yang 
secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dalam 
pelaksanaan proses pendaftaran tanah berupaya dalam melakukan 
penyuluhan atau pembinaan kepada masyarakat tentang pentingnya 











1. Pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan Manggala dan 
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah berjalan sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. Di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Manggala menambahkan aturan yang dengan tujuan 
melancarkan proses pendaftaran dan pensertifikatan atas tanah 
wakaf. Dalam proses pelaksanaan perwakafan tanah di Kecamatan 
Manggala diberlakukan aturan untuk melakukan musyawarah 
keluarga terlebih dahulu sebelum mewakafkan tanah miliknya. Hal 
ini dimaksudkan agar kedepannya tidak terjadi sengketa atau 
pengambilan alih oleh ahli waris pewakaf.  
Perwakafan tanah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan 
Manggala pada umumnya ditujukan untuk tanah wakaf non 
produktif (masjid, mushola dan sebagainya). Dalam 
pelaksanaannya itu sendiri sejauh ini tidak pernah terjadi sengketa 
tanah wakaf walaupun masih banyak tanah wakaf di Kecamatan 
Manggala yang masih belum bersertifikat.  
2. Kendala yang menyebabkan masyarakat tidak membuat 
sertifikat wakaf antara lain, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat 
untuk melakukan sertifikasi tanah wakaf yang belum maksimal dan 
dana yang minim. Selain itu, berkas permohonan yang tidak 
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lengkap serta kurangnya pengetahuan mengenai tata cara atau 
prosedur dalam pendaftaran tanah yang mengakibatkan 
terhambatnya proses penerbitan sertifikat tanah. 
B. Saran 
1. Perlu diintensifkan lagi koordinasi antara Kantor Kementrian Agama 
Kota Makassar dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kota 
Makassar baik ditingkat provinsi maupun Kota beserta instansi 
terkait lainnya, agar melakukan penyuluhan dan sosialisasi baik 
kepada para pejabat yang berwenang menangani wakaf maupun 
kepada masyarakat terutama mengenai pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 
dan Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta 
Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) No. 422 Tahun 2004 tentang Sertifikasi 
Tanah Wakaf yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Instansi terkait 
dengan membentuk Tim Teknis dan Tim Kerja. 
2. Dalam proses pendaftaran tanah-tanah wakaf akan lebih baik lagi 
ditingkatkan kerjasama antara instansi-instansi yang terkait yaitu 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kota Makassar, Kementrian 
Agama Kota Makassar dan Kepala KUA selaku PPAIW didalam 
menyelenggarakan pendaftaran dan pensertifikatan tanah wakaf. 
Karena dengan adanya kerjasama yang solid diantara instansi-
instansi yang terkait dengan pensertifikatan tanah ini jelas sangat 
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berpengaruh bagi kesadaran masyarakat untuk memiliki kesadaran 
mendaftarkan tanahnya. 
3. Diadakan pembinaan dan pemberian informasi ataupun 
penyuluhan oleh instansi-instansi yang terkait dengan Perwakafan 
yaitu Kementrian Agama, Kepala KUA selaku PPAIW dan 
Kementrian Agraria dan Tata Ruang  kepada masyarakat yang ada, 
sehingga masyarakat dapat mengerti dan mengetahui tentang 
pendaftaran tanah wakaf pada khususnya serta pendaftaran tanah 
pada umumnya, dimana pendaftaran tanah tersebut sangat penting 
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